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PENGADUAN DAN/ATAU LAPORAN DI DKPP

2DKPP [
20 S

Terhitung sejak 1 Januari 2019 sampai dengan 15 Januari 2021, DKPP telah menerima

sebanyak 1.046 pengaduan dan/ atau laporan sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah
ini:

Jumlah Perkara MS untuk
Pengaduan TMS dan/atau BMS disidangkan
1. 2019 517 186 331
5 S0 415 219 196
o 6 114 101 13
Total

Persentase (%)



PENERIMAAN PENGADUAN DAN/ATAU
LAPORAN DI DKPP

125 Pengaduan
Langsung

Sejak bulan Januari 2020 sampai
dengan tanggal 15 Januari 2021,
dari 529 pengaduan yang masuk

ke DKPP, tercatat 404 pengaduan
atau (76,4%) dilakukan secara tidak ) ‘
langsung (online atau pos). =y I 404 Pengaduan

Tidak Langsung
(Online/Pos)

— Data DKPP s.d. 15 Januari 2021



PENGADUAN DAN/ATAU LAPORAN TERKAIT PILKADA 2020
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Pelaksanaan Pemenuhan Penetapan Pelaksanaan Pembentukan Verifikasi Pembentukan Pendaftaran Penghitungan Pemutakhirandan Masa Tenang
Kampanye Persyaratan Pasangan Calon Pemungutan Panitia Pengawas Persyaratan PPK, PPS, DAN Pasangan Calon Suara dan Penyusunan
Dukungan Suara Kabupaten/kota, Pencalonan dan KPPS Rekapitulasi Hasil Daftar Pemilih
Pasangan Calon Panitia Pengawas  Syarat Calon Penghitungan
Perseorangan Kecamatan, PPL, Suara
dan Pengawas
Tempat

Pemungutan suara

Data DKPP s.d. 15 Januari 2021



PENANGANAN PERKARA DUGAAN PELANGGARAN
KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Sejak Januari 2020 sampai dengan 15 Januari 2021, DKPP telah melakukan penanganan dugaan pelanggaraan
kode etik penyelenggara pemilu, dengan rincian sebagai berikut :

| AmarPutusan

Perkara Berhenti Jumlah
Diputus N Tegura.n Berhenti Berhenti dari Teradu
Rehabilitasi Tertulis .
: Sementara Tetap Jabatan Diputus
(Peringatan)
Ketua
2020 125 272 208 3 28 10 521
2021 17 51 16 0 4 4 75

Jumlah 142 323 224 3 32 14 596

Keterangan Perkara Orang Orang Orang Orang Orang Orang



JENIS SIDANG PEMERIKSAAN DKPP

Metode Sidang

Tatap Muka/ Langsung video Virtual Jumiah
Conference
1 Januari 8 ] ] o
2 | Februari 16 ) ] P
3 Maret 12 5 ] ”
4 April 3 i ] ;
5 Mei 1 ] 1 P
6 Juni 1 ] - 1
7 Juli 3 ] . "
8 | Agustus 14 _ i "
9 | September 9 1 ] o
10 | Oktober 17 3 ] 20
11 | November 29 1 ] 0
12 | Desember 23 i ] >3
13 | Januari 2021 2 i P .

Total 135 7 a4 -



SIDANG PEMERIKSAAN DKPP BERDASARKAN TAHAPAN

Data perkara yang disidangkan dalam tahun 2020 sampai dengan 15 Januari 2021, sebanyak 80 perkara
atau 40% perkara terkait Pemilu, sebanyak 60 perkara atau 30% perkara terkait Pilkada dan sebanyak 60
perkara atau 30% perkara terkait Non Tahapan.

_ _ Perkara Persentase Jumlah Persentase
Jenis Pemilu .
Disidang Perkara Teradu Teradu
1 Pemilu 80 40,0% 404 45,6%
2 Pilkada 60 30,0% 357 40,3%
3 Non-Tahapan 60 30,0% 124 14,0%

Data DKPP s.d. 15 Januari 2021
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REKAPITULASI PELANGGARAN DALAM TAHAPAN
PEMILIHAN SEPANJANG TAHUN 2020-2021

Pemilukada Jumlian
Teradu

Pendaftaran Pasangan Calon 120
Pembentukan Badan Ad Hoc KPU 57
Pembentukan Badan Ad Hoc Bawaslu 49

Penelitian Persyaratan Calon 44
Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan 19 o
Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon 12 EDJ’
Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan 10 E
Pemilihan »
Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan 8 C:
Penetapan Pasangan Calon 6 ;
Verifikasi dukungan pencalonan 5 §
Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan 5 N
Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih 5 §
Penanganan Laporan oleh Bawaslu 3
Pengawasan Tahapan Pemilihan 3
Perencanaan Program dan Anggaran 2
Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih 2
Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS 1
Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih 1

Total 349




KATEGORI MODUS PELANGGARAN

JUMLAH

JUMLAH

TERADU
1 Kelalaian pada Proses Pemilukada 240
2 Perlakuan Tidak Adil 115
3 Manipulasi Suara 40
4 Tidak Adanya Upaya Hukum yang efektif 38
5 Lain-lain 36
Penyalahgunaan Kekuasaan/Konflik

° Kepentingan 2
7 Pelanggaran Hukum 23
8 Pelanggaran Netralitas dan Keberpihakan 18
9 Kecurangan saat Pemungutan Suara 14
10 | Suap 6

11 | Intimidasi & Kekerasan 3

12 | Konflik Internal Institusi 2

564 TERADU

Modus-Modus
Pelanggaran Kode
Etik Penyelenggara
Pemilu

Modus pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu Sepanjang
Januari 2020 hingga 15 Januari
2021, kelalaian pada tahapan
proses pemilihan, perlakuan tidak
adil, manipulasi suara serta tidak
adanya upaya Hukum yang efektif

Data DKPP s.d. 15 Januari 2021



JUMLAH

NO KATEGORI MODUS PELANGGARAN
e Pelanggaran

1 |Profesional 297 PrinSip KOde Etik

2 | Berkepastian Hukum 97 P |

3 [ Mandiri 63 enye engga ra

a |Adil 21 Pemilu

5 |Akuntabel 17 Prinsip kode etik penyelenggara
_ pemilu yang paling banyak dilanggar

6 |Jujur £ sepanjang Januari 2020 hingga 15

7 | Efektif 16 Januari 2021  vyaitu prinsip

_ profesional, berkepastian hukum
8 |Tertib 15 dan mandiri.
9 |Proporsional 8

JUMLAH 550 TERADU Data DKPP s.d. 15 Januari 2021
|



SEBARAN JUMLAH TERADU YANG DIPUTUS DKPP TAHUN 2020-2021

. PUSAT (KPU RIDAN BAWASLU RI)

Sulawesf
Utaray

Berdasarkan data DKPP Januari 2020 s.d. 15 Januari 2021
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qTTngkat Teradu yang Diputus
[ | Rendah (0-10 Teradu)
[ 15edang (11-25 Teradu)
] Tinggi (26-50 Teradu)

B Sangat Tinggi (> 30 Teradu}
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